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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus 

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah berupa laporan keuangan dengan 

sub-subnya yang sudah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Terkait pengelolaan keuangan, baik itu keuangan negara maupun keuangan daerah 

selalu mengalami perubahan setiap waktu. Adanya perubahan inilah yang 

merupakan salah satu program pemerintah agar terciptanya good governance atau 

tata kelola pemerintahan yang baik (Widodo & Sudarno, 2017). Sebagai tolak 

ukur mengenai berhasil atau tidaknya dalam pengelolaan keuangan daerah dapat 

dilihat dari pengelolaan keuangannya yang baik dan dapat memberikan suatu 

kepastian mengenai suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah  yang 

berawal dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan (Ruspina, 2013). Pemerintah daerah bersama dengan BPK harus 

mengelola keuangan daerah dengan sebaik mungkin (Simangunsong, 2014).  

  Dalam pasal 23 ayat (1)  E UUD 1945 mengamanatkan bahwa dalam hal 

pemeriksaan pengeloaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh 

suatu badan yang bernama BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas 

dan mandiri. Agar dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara 

berjalan dengan baik maka BPK mempunyai standar aturan sebagai dasar 

pelaksanaan tugas. Standar aturan tersebut yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan 
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Negara (SPKN) pengganti dari Standar Audit Pemerintah (SAP). Dalam 

pelaksaanaan tugasnya menghasikan sebuah opini yang merupakan hasil dari 

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Nalurita, 2015). Laporan Hasil 

Pemeriksaan merupakan laporan audit yang dibuat oleh BPK. Dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan terdiri dari tiga fase yaitu keuangan,  pengendalian internal dan 

kepatuhan. Banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

dipengaruhi oleh penerapan sistem keuangan daerah, sistem pengendalian 

internal, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Prasetyaningsih, dkk. 2014).  

   BPK bukan hanya melakukan tugas pemeriksaan laporan keuangan 

pemerintah daerah saja, tetapi juga melaksanakan tugas untuk menguji dan 

menilai terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. BPK pun harus turut 

mengukur kepatuhan pada ketetapan perundang-undangan ketika menjalankan 

pemeriksaan (Widodo & Sudarno, 2017). Ada beberapa faktor yang kemudian 

menjadi penyebab tidak diperolehnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

atas laporan keuangan pemerintah daerah menurut penjelasan BPK dalam 

websitenya yaitu dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal dalam 

pemerintah daerah, belum tertibnya organisasi barang yang dimiliki 

daerah/negara, penyimpangan atas peraturan dalam proses pengadaan barang dan 

jasa, serta kapasitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan masih cukup 

terbatas. Sehingga sistem pengendalian internal berikut kepatuhan pada 

perundang-undangan kemudian menjadi permasalahan yang membuat pihak BPK 

RI harus menyajikan opini atas LKPD.  
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  Menurut rekapitulasi pemerikasaan BPK pada IHPS (Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester) 1 2019 memuat permasalahan temuan kelemahan pada 

Sistem Pengendalian Internal sebesar 5.858 berikut Ketidakpatuhan Pada 

Peraturan Perundang-Undangan sebesar 6.259. Kemudian pada rekapitulasi  

pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2019 mengalami penurunan temuan  yaitu 

kelemahan SPI  terhadap pemerintah daerah yang ditemukan senilai 514 dan 

ketidakpatuhan pada perundang-undangan senilai 1.078. Akan tetapi dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018, opini laporan keuangan pemerintah 

daerah lebih meningkat. LKPD yang mendapat opini WTP meningkat dari tahun 

ketahun dan LKPD yang mendapat opini TW (Tidak Wajar) mengalami 

penurunan. Hal tesebut ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut. 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemeritah 

Daerah Tahun 2014-2018 

Sumber : BPK-RI berdasarkan Publikasi www.bpk.go.id 
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tanggung jawab keuangan daerah yang terus diperbaiki, terutama terkait 

pencatatan berikut pelaporan keuangan daerah dari pihak pemda. Namun seiring 

dengan kenaikan opini WTP dan WDP, masih ada pula opini Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) yang diberikan BPK. Hal tersebut 

menunjukkan efektivitas SPI pemda yang dinilai masih belum maksimal. LKPD 

yang mendapatkan opini WTP ataupun WDP menunjukkan bahwa SPI pemdanya 

telah cukup memadai, namun bagi yang mendapatkan opini TMP dan TW masih 

membutuhkan adanya perbaikan pada pengendalian internal dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

Adapun sistem pengendalian internal merupakan suatu proses dengan 

tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara integral dan terus-menerus oleh 

pihak pimpinan berikut segenap pegawai guna meyakinkan bahwa tujuan 

organisasi sudah tercapai lewat upaya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan 

efesien (Riyanto, 2008). Sehingga upaya untuk mengelola keuangan berikut aset 

yang dimiliki pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui penyusunan sistem 

pengendalian internal oleh manajemen pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam 

menyusun SPI pemerintah diperlukan untuk dapat mengedepankan aspek SPI, 

yakni terkait lingkungan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan 

(Solihin, 2009). Kemudian SPI dapat dinilai memadai ketika mendapati 

serangkaian unsur di dalamnya telah menyampaikan pengendalian yang relevan 

dan berhasil membuat para penggunanya yakin bahwa laporan keuangan telah 

terbebas dari kesalahan penyajian secara materialnya. Dengan kata lain, opini 

BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah terkait juga beroleh pengaruh dari 

SPI dalam lingkup entitas terkait. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Widodo & Sudarno (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal 

berpengaruh negatif terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah 

daerah, di dalam penelitiannya menggunakan analisis parameter estimates  untuk 

pengujian hipotesis. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut serupa bahwa 

semakin menurunnya perubahan opini audit terdampak dari pengendalian internal 

oleh entitas yang melemah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Safitri & Darsono (2015) yang melalui analisis regresi logistik dengan hasil yang 

memperlihatkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal tidak 

mempengaruhi pemberian opini BPK atas laporan keuangan dari pemerintah 

daerah.   

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan 

penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dampak dari 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibagi menjadi kelompok 

temuan yang terdiri atas temuan kerugian daerah, kelompok temuan potensi 

kerugian daerah, kelompok temuan kekurangan penerimaan daerah, kelompok 

temuan administrasi dan kelompok temuan tindak pidana (BPK-RI, 2010). 

Adapun ketidakpatuhan pada perundang-undangan yang ditemukan telah 

memperlihatkan adanya penyimpangan oleh agen ketika mengelola keuangan 

negara (Kusumawati & Ratmono, 2017). Turut disampaikan dalam SPKN bahwa 

terjadinya ketidakpatuhan ini memungkinkan adanya kesalahan penyajian laporan 

pada aspek material atas informasi dalam data laporan scara signifikan 

sebagaimana tujuan dari dilakukannya pemeriksaan, untuk itulah pemeriksaan 

perlu melalui perancangan optimal guna mendeteksi atau memprediksi 

kemungkinan munculnya ketidakpatuhan. Sehingga pemeriksaan yagn dilakukan 
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akan langsung mempengaruhi proses penyajian laporan keuangan, terutama dalam 

aspek materialnya. Munawar (2016), Widodo & Sudarno (2017), serta Fatimah, 

dkk. (2014) dalam penelitiannya, dengan menggunakan analisis regresi logistik 

ordininal  dalam penelitiannya mengungkap bahwa terdapat pengaruh yang 

negatif dari ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan pada penerimaan 

opini audit. Kesimpulannya, terdapat pelanggaran material terhadap peraturan 

perundang-undangan dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai degan 

ketentuan. Hingga kemudian membuat tingkatan opini audit WDP semakin 

melemah dan beralih menjadi TW. Berbanding terbalik terhadap penelitian yang 

dilakukan oleh Maabuat, dkk. (2015) dengan menggunakan analisis parameter 

estimates  dalam menguji hipotesis, menyatakan bahwa peraturan perundang-

undangan tidak mempengaruhi pemberian opini audit BPK atas LKPD.  

Karakteristik daerah merupakan ciri khusus yang daerah miliki, sebagai 

identitas untuk mengindetifikasikannya dengan daerah lain. Salah satu 

karakteristiknya yaitu ukuran pemerintah daerah yang dinilai dari total aset. 

Kemudian pada umumnya, fungsi dari proses pengelolaan barang yang dimiliki 

daerah/negara dinilai begitu krusial dan strategis. Setiap daerah memiliki 

karakteristiknya tersendiri yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. 

Karakteristik pemerintah telah digunakan dalam beberapa penelitian, dengan 

menggunakan beberapa indikator untuk menunjukkan ciri khusus pemerintah 

daerah. Indikator tersebut diantaranya menggunakan ukuran pemerintah daerah 

(Suhardjanto, Dkk 2011). Model penelitian dalam penelitian Pratiwi & Aryani 

(2016) yaitu analisis regresi liniear berganda dengan hasil dari uji regresi variabel 

ukuran daerah memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang diberikan 
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ukuran daerah pada opini audit BPK atas LKPD. Sedangkan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Rosadi & Okfitasari (2019) menggunakan binomial logistic 

regression (BLR) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa ukuran 

pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini yang BPK berikan pada LKPD. 

Dari paparn fenomena berikut temuan adanya ketidakselarasan atau 

ketidaksamaan hasil penelitian  sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti 

kembali mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, 

Ketidakpatuhan Terhadap Perundangan-Undangan, Dan Karakteristik 

Daerah Terhadap Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada opini BPK atas 

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh Ketidakpatuhan pada perundang-undangan pada opini 

BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Karakteristik Daerah pada opini BPK atas laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia? 

 

3. Tujuan  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada opini BPK atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. 

2. Menguji pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan pada opini 

BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. 

3. Menguji pengaruh Karakteristik Daerah pada opini BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian terdiri atas 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini bagi penulis diharapkan 

dapat memperluas literatur maupun memberikan infomasi mengenai sistem 

pengendalian  internal, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan 

karakteristik daerah berpengaruh terhadap opini BPK atas laporan keuangan 

pemerintah daerah di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis yaitu dari adanya penelitian ini bagi pemerintah daerah dapat 

menjadi acuan dalam penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan 

kepatuhan terhadap perundang-undangan serta memperhatikan faktor 

karakteristik daerah sehingga bisa memperoleh atau mempertahankan opini 

wajar tanpa pengecualian. Selain itu untuk BPK diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi audit yang telah diperiksa 

sehingga dapat dijadikan referensi dalam pengembangan pemeriksaan 

keuangan khususnya pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota yang ada di 
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xxvi 
 

Indonesia. Bagi akademisi yaitu dengan adanya penelitian ini diharapakan 

dapat  memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang 

akuntansi sektor publik. Harapan selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan bagi penelitian di masa yang akan datang.  
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